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BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        :   000.7.2.6/Kep.  `q3£ -Disdamkar/2025

LAMPIRAN   :  1  (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DAN pErvELAMATAN KABupATEN clREBON TAHUN 2o25

BUPATI CIREBON,

Menimbang           :   a.    bahwa        berdasarkan        ketentuan        Pasal        273
Undang-Undang    Nomor    23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat
Rencana   Kelja   yang   belpedoman    kepada   Rencana
Strategis   Perangkat   Daerah   yang   memuat   program,
kegiatan,  1okasi,  dan  kelompok  sasaran  yang  disertal
indikator  kinelja  dan  pendanaan  sesuai  dengan  tugas
dan  fungsi   setiap  Perangkat  Daerah   dan   digunakan
sebagai  bahari  penyusunan  rancarigan  Rencana  Kelja
Perangkat Daerah ;

b.    bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   125   Peraturan
Menteri     Dalaln     Negeri     Nomor     86     Tahun     2017

tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     Tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah  dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah,  bahwa
Tim    Penyusun    Rencana    Kenja    Perangkat    Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;



Men8in8at

c.    bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati  tentang  Tim   Penyusun   Perubahan
Rencana    Keria    Dinas     Pemaudam     Kebakaran     dan
Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

:    1.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara\
Republik   Indonesia   tanggal   8   Agustus   Tahun   1950)
sebagaimana   telah    diubah    dengan    Undang-Undang
Nomor 4 Tahun  1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan  mengubah
Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1968  Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 2851 ) ;

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004  tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (I+embaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3.    Undang-Undang    Nomor    23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah     beberapa     kali      diubah,      terakhir     dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan      Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 6856) ;

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Peran8kat Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tchun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5887)   sebagaimana   telah
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diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    72
Tahun     2019     tentang     Perubahan     ataLs     Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      /`Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  I+embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang
Standar Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (I+embaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang
Ijaporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah      (.Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,   Tambahan  Lembaran  Negafa
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

8.    Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelaksanaan       Pencapalan      Tuj uan       Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembarlgunan  Jangka   Panjang  Daerah   dan   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah,    Rencana   Pembangunan   Jangka    Menengah
Daerah,  dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dafam  Negeri  Nomor 90  Ta.hun 2019
tentang     KlaLsifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur
Perencanaan    Pembangunan    dan    Keuangan    Daerah
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(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2019
Nomor   1447)  junto   Keputusan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  050-5889  Tahun  2021  tentang  hasil  Verifikasi,
dan  Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi.,  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020

tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor   13  tahun  2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 77  Tahun  2020

tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Berifa     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2020
Nomor  1781);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birohaasi  Nomor   25  Tahan  2021   tentang
Penyederhanaan    Struktur   Organisasi    pada   Instansi
Pemerintah   untuk   Penyederhanaan   Birokrasi   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021     Nomor 546);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   17   Tahun   2021   tentang
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan
Fungsional      {Berita      Negrra      Republik      lndonesizi
Tahun 2021  Nomor 525);

15. Peraturan    Daerah     Kabupaten    Cirebon     Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)  sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Cirebon  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas
Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (I,embaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
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16. Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     7
Tahun   2019   tentang  Rencana   Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

(I.embaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2019
Nomor  7)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas   Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah      Kabupaten      Cirebon      Tahun      2019-2024

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021
Nomor 6);

17. Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     8
Tahun  2023  tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2024    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

18. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor    135   Tahun   2023
tentang  Kedudukan,   Susunan  Organisasi,   Tugas  dan
Fungsi Serta Tata Ker].a Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2023 Nomor 135);

19. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   165   Tahun   2023
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan    :   Surat            Edaran            Bupati            Cirebon            Nomor
000.7.2.4/478/Bappelitbangda  Tentang  Tahapan  Pedoman
Penyusunan  Perubahan  RKPD  Tahun  2025  dan  Peubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :   Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Ken.a Dinas
Pemadaln Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
Tahun   2025   dengan   susunan   keanggotaan   sebagaimana
tercantum  dalam  I+ampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA :   Tim  Penyusun  Rencana Kelja  sebagalmana dimaksud  pada
Diktum KESATU bertugas untuk:

a.   mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:

1)   data    hash    evaluasi    pelaksanaan    Renja    Dinas
Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kabupaten
Cirebon tahun sebelumnya.

2)   data             dokumen             Rencana             Strategis
Kementerian/Lembaga yang terkait tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
Dokumen   Perubahan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.

3)   data  capaian  realisasi  indikator  Standar  Pelayanan
Minimal,    data    realisasi    indikator    SDGs/Tujuan `
PembangLman Berkelanjutan, data realisasi indikator
kinelja      kunci      urusan      pemerintahan      tahun
sebelumnya dan data proyeksinya.

b.   men9inventarisir,      mempelajari      dan      menerapkan

peraturan  perundang-undangan  (balk  Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Peraturan  Menteri Teknis,  Peraturan Daerah,  Peraturan
Bupati)    yang    terkalt    perencanaan    pembangunan,

penganggaran  dan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
tugas pokok dan fungsinya.

c.   mempelajari   dan   mengimplentasikan   panduan   atau
petunjuk  teknis  terkait  penyusunan  dokumen  rencana
pembangunan daerah dan dokumen  rencana perangkat
daerah.

d.   menyusun  agenda  ker].a  Tim  Penyusun  Rencana  Ken-a
Dinas     Pemadam      Kebakaran      dan      Penyelamatan
Kabupaten Cirebon.

e. menyusun  rancangan  awal  Perubalian  Rencana  Keria
Dinas      Pemadam      Kebakaran      dan      Penyelamatan
Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
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KEHGA

KEEMPAT

KELIRA  ,

f.    melaksanakan forum organisasi peran8kat Daerah untuk
membahas  rancangan  Perubahan  Rencana  Kelja  Dinas
Pemadam   Kebakaran   dan   Penyelamatan   Kabupaten
Cirebon  Tahun   2025   dengan   Perangkat  Daerah   dan
stakeholder lain yang terkait.

9.    menyusun  rancangan  akhir  Perubahan  Rencana  Kelja
Dinas     Pemadam     Kebakaran      dan      Penyelamatan
Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

h.   melakukan      pengendalian      penyusunan      kebijakan
dokumen rencana kelja perangkat daerah.

:   Tim  penyusun  menyampaikan  rancangan  akhir  Perubahan
Rencana      Keria      Dinas      Pemadam      Kebakaran      dan
Penyelamatan   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2025   kepada
Kepala   Dinas    Pemadam    Kebakaran   dan    Penyelamatan
Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi.

:   Dalam  hal  ini  hasil verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempumakan,
Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kabupaten
Cirebon       menyampaikan       saran       dan       rekomendasi

penyempumaan   rancangan   akhir   Rencana   Kelja   Dinas
Pemadam    Kebakaran    dan    Penyelamatan,    maka    Tim
Penyusun     harus     memperbaiki     dan     menindaklanjuti
rekomendasi dimaksud.

:   Biaya yang tinbul sebagal aldbat ditetapkannya Keputusan
ini,    dibebankan   kepada   Anggaran    Pendapatan   Belanja
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
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KEENAM               :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal   22  A|,-tril  2325

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
Yth. Inspe}ctur Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN   :   KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

000.7.2.6/Kep.13£ -Disdamkar/2025

£Z   tit.,ril   2¢25

TIM     PENYUSUN     PERUBAHAN     RENCANA     KERJA
DINAS  PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYEIAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN

2025

Penanggungjawab    :   Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ,
Kabupaten Cirebon ;

Ketua Tim :   Sekretaris      Dinas      Pemadam      Kebakaran      Dan
Penyelaniatan Kabupaten Cirebon;

Kelompok Kelja          :    1.    Kepala  Bidang  Pencegahan  Pada  Dinas  Pemadam
Kebakaran Dan Penyelalnatan Kabupaten Cirebon ;

2.   Kepala   Bidang   Pemadaman,   Penyelamatan   Dan
Sarana Prasarana Pada Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon ;

3.   Kepala   Sekst   Pencegahan   Dan   Tinspcksi   Pada
Bidang   Pencegahan   Dinas   Pemadam   Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon ;

4.   Kepala Seksi Peningk'atan Kapasjfas Aparatur Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Pada
Dinas   Pemadam   Kebakaran   Dan   Penyelamatan
Kabupaten Cirebon;

5.   Kepala   Seksi   Pemadaman,    Penyelamatan   Dan
Evakuasi Pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan,
Dan   Sarana   Prasarana   Pada   Dinas   Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kabu.paten Cirebon;

6.   Kepala   Seksi   Sarana   FTasarana,   Informasi   Dan
Pengolah     Data     pada     Bidang     Pemadaman,
Penyelamatan    Dan    Sarana    I+asarana    Dinas
Pemadam       Kebakaran       D an       Penyelamatan
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Kabupaten Cirebon;

7.   Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada
Dinas   Pemadam   Kebakaran   Dan   Penyelamatan
Kalbupaten Cireton ;

Tenaga pendukung    :          Pelaksana    pada    Sekretariat    Dinas    Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,
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Kapada

Dari

Nomor

Tan88al

Si fat

Lampjran

Perihal

I    .-_I   `-ng`           T    T

pEndERINTAH KABupATEN ciREBON
DiNAspEMADAMKEBAIonANDAN'pENyELAMATAN

Jalan Sunan Muria No.10 Telp. (0231) 321064  Fax. 321064

SUMBER -45611

uQHiBJus

Yth. Bapck Bupati Cirebon

KepalaDinasPemadamKebakarandanPenyelamatanKabupatenCjrebon

367.2/ 9#        -Disdamkar/2025

1 0 Maret 2025

Pentjng

Satu berkas

Permohonan  Penandatanganan  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Tim  Penyusun

Penthahan Rencana Keria (Renja) Dines Penadam Kebataran dan Penyctamafan

Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

S
SchubungandengantelahsckrsainyapenyusunanrancanganaktiirPeTubahanRBncanaKerja

(Renja)DinasPemadamKebakarandanPenyelamatanKabupatenCirebonTahun2025yangditetapkan

melalui Peraturan Bupatj.

UntukitumohonperkenanbapakuntukmenandatanganiKeputusanBupatiCirebontentangTim

PenyusunPerubahanRencanaKeria(Renja)DinasPemadamKebakarandanPenyelamatanKabupaten

Cirebon Tahun 2025 dimaksud (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih


